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TAHUN 2OO9 NOMOR 12

PERATUR^AN D.AERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 12 TAHUN 2OO9

TFNTANG

DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH ArR M|NUM {PDAM} T|RTA SAKT!

KABUPATEN KERINCI

DET.IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'l
BUPATI KERINCI, i

Menimbang: 
;a. bahwa dalam rangka peningkaian pelayanan dan pengelolaan i

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, 'i

perlu didukung oleh Manajeinen dan Kepegawaian yang dapat
menyelenggarakan tugas pada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Sakti lGbupaten Kerinci;

b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daei'ah Air Minum, Peraturan Daeran Kabupaten' 
Kerinci Nomor 12 Tahun 1990 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Tingkat ll Kerinci, dan Undang-Undang Tenaga Kerja
Nomor 13 tahun 2006 sudah tidak sesuailagidengan kondisisaat
ini sghingga periu diganti;

I



c. bahwa berdaBarkan penimbangan sebagaimana dimaksud hunf
a dan b, pertu rnembentuk Peraturan Daerah tentang tlew?n
pengawasi Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci-

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang' Penelapan

undang-undang Darurat Nomor 21. Tahun 1957 tentarg

Fengufiahan U-ndang-Undang Nomor '12 Tahun 195_6 tentang
pem-t'entukan Daerah Swatan6a nngjf4 ll dalam lingkurygan

Daerah swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai undang,-

undang (Lembaran ttegara Republlk lndonesia. Tahun 1958,
' Nomor-108, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 1813);

2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerati (Lembiran Negara Republik lndonesia. Tahun 1962

Nomor 1b, Tambahan 
-Lernbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 23871;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 20M tentang sumber Daya Air

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2C04 Nornor 32,

iambahan Leribaran Negara Republik lndonesia Ncrnor 43TT);

4. undang-undang Nonror 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan
peratuian Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun zoo+ Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan

Daerali (Lemblran Negara Republik lndonesia. Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Unbang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
penJbahan KedG atas Undang-Undang Nomor 32Tahun2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik

lndonjsia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4844);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

ttegir,a nepu6lif lndonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan

Leribaran Negara Republik lndonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintdh Nomor 38 Tahun 2fl07 tenlang Pembagian" 
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

, Leribaran Negara Republik lndonesia Nomor  ft7J;

8. Peraturan Menter:i Datann Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Daerah Nomcr f0 Tahun 1990 tentang Pembentukan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta saKi Kabupaten Daerah

Tingkat ll Kerinci;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 ientang Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KerinciI".nT 2007 Nomor

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan

Daei.ah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kednci

Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
Dan

. BUPAn KERINcI

i : :;:: [lEtuTUSl(AN :

lJlenetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG DEWAN PENGAWAS, DIREKSI

DAN KEPEGAWAIAT{ PERT'TIAHAAN DAERAH AIR HIilUH
(PDAil) nRTA SAKn KABUPATETI KEFJNCI.



BAB I
KETE]IITUAil UTUH

Pasal

Dalam Peratui.an Daerah iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci-
2- Pemerintah Daerah adalah pemerintah lGbupaten Kerinci.
3. Bupatiadalah Bupati Kerinci.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM

adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta sakti Kanupaten
Kerinci.

5. Direksi adalah Direksi penrsahaarr D*rahAir Minum Tirta saHi
Kabupaten Kerinci.

6. Dgwan Pengawas adalah Dewan pengawas perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Kerinci.

8- Pegawai adaiah pegawai yang bekerja pada perusahaan Daerah
Air Minun.r (PDAM) Tirta sakti, dan digaji menuM peraturan Gaji
yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (FDAM) Tirt;
Sakti Kabupaten Kerinci.

9. Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjarrgan-
tunjangan dan oenghasilan-perghasilan tainnya.

10. lste'i adalah, isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang
sah menurut Hukum yang br;rlaku. 

;

i 1- Anak adalah anak kandung pegawai yang tahir dari hasil
Perkawinar yang sah, anak angkat serra anak uri yang sah
menurut Peraturan Perundang-Undangan yang oeriaru cari
berumur kurang dari 21 tahury' berum berpenghciran
sendiri/belum pernah kawin dan menjadi ianggungan
sepenuhnya dari Pegawai yang bersangkutan.



12. Perangkat Direksi adalah Jabatan yang berada dibawah Direksi
yaitu : Kepala Bagian, Kepala Bldang, Kepla Spl,Kepata
Litbang,Staf ahli, Kepala Cabang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksidan Kepala Unit.

13. RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran perusahaad.

14. AKP adalah Anggaran Kerja Pdrus ahaan.

15. Pegawai Kontrak adalah: Pegawai yang bekerja pada
perusahaan dalam waktu tertentu dan setelah habis masa
kontra kn ya da pat diper.oanjang menurut kebuiuhan perusa haan.

BAB II
DEWAH PEITIGAIYAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah
Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang
diangkat oieh Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 {enam puiuh lima)tahun' 
pasar 3

(1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhipersyaratan:
a. Menguasai manajemen pDAM
b. Menyediakan waktu yang cukup untiik melaksar:akan

tugasnya; dan
c. Tidak terikat hubungan Keluarga dengan Bupati/ wakil Bupati

atau Dewan Pengawas iairnrya atau Direksi sampai derajat
ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk
menantu dan ipar.

(2) Pengangkatan anggota Deuran pengawas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



Pasal 4

(1) Jumtah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berda-qarkan
jumlah pelanggan dengan ketentuan:
a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai

dengan 30.000;
b. Paling banyak 5 (lima) orang .u.nluk jumtah pqlanggan_cjiatas

30.000.
(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi peng€Masan
dan efektivitas pengambilan keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat seorang sebagai Ketua merargkap anggota dan
seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling iama 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayai 1(satu) oibuktikan dengan kinerja dalam
melal<ukan Pengawasan terhadap Srlaksanaan Kegiatan Direksi
dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan Kinerja pelayanan
air rrrinum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasat 6

Devyan Pengawas mempunyai tugas:

a. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan terhadap
Pengurusan dan Pengelolaan PDAM.



.

b. Memberikan Pertimbangan dan saran Kepada Bupati diminta
atau tidak diminta quna ryrbaikan dan pengembangan pDAM
antara lain pengangkatan Direksi, program (e4a yarig diajukan
oleh Direksi , rencana perubahan status kekayaair ionrul ,reicanapinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak liin serta menerima,
memeriksa dan atau menanca tangani laporan tri wulan dan
iaporan tahunan; dan

c. Memeriksa dan. menyamoaikan Rencana strategis Bisnis
(Business Plan I corporate plan ) dan i-encana bisnis dan
Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi Kepada Bupati
,untuk mendapatkan pengesahan.

' pasal Z

Qewgn Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
cjirnaksud dalam Pasal 6 mempunyai wewenang:
a. Menilai kinerja Direksi dalarn Mengelola PDAM
b- \rlgnllai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan

Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati.
c. Meminta Keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan

Pengembangan pDAM; dan
d. Mengusulkarr pengangkatan, pemberhentian sementara

Rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati.

, PasalS

(1) untuk membantu kelancaran tt^gas Dewan pengawas dapat
dibentuk sekretariat Dewan pengiawas dengan Kepi.rtusan Ketua
Dewan Pengawas ' 

,

(2) seki'etariat Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).beranggotakan paling ban;vak 3 (tga) ora!"€ dan dibebankan,
pada Anggaran pDAM.

(3) Pembentukan sekretariat Dewan penga.oas sebagaimana
dirnaksud pada ayar (r) dan (z) meirpertratitcan efisiensi
Pembiayaan pDAM.



Baghn Ketiga
Penglasitrn Jasa Pengabdian

Pasal 9

Dewan Pengawas diberil..an perghasihn berupa uang jasa

Pasal 10

(l) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang
jasa paling banyak 457o (empat puluh lima perser:atus) dan gaji
Direktur Utama-

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima
uang jasa paling barryak 40o/o (emfi puluh perratus) dari gaii
Direktur Utama-

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima tiang jasa paling
banyak 3506 (tiga puluh iima perseraius) dari gaji Direktur tltama.

Pasal 1i

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas
memperoleh Bagian dari jasa Produksi secara proporsional dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 10.

Pasal !2

Besamya uang jasa dan Bagian dari jasa Produksi sebagaimana
dimal:sud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati
dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 13

(l) Dewan Pengawas mendapat ua!"tg jasa pengabdian yang
besamya ditetapkan oleh Bupati dengan mempernatifan
kemampuan PDAM.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum
masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian
dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedkil 1 (satu)
tahun.



(3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya
bertugas dibagimasa jabatan, dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keernpat
Pemberhentian

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas berhentikarena:
a. Masa jabatannya berakhiq dan
b. Meninggaldunia

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:

a. Permintaan sendiri;
b. Reorganisasi;
c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhiC
d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima ) tahun;
e. Tdak dapai melaksanakan tugas;
f . Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; cian
g. Melakukan tindakan atau bersikap yang Frtentangan dengan

kepentingan Daerah aiau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayai (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf
g diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

tasal t6

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberherilian sementara,
Bupati melaksanakan rapat yarg dihadid obh anggota Deyvan

.Pengawas untuk menetapkan yang bersargkutan diberhentikan
atau direhabilitasi. j



[A rlp*fa &hm waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan
r4at selngaimana dirnaksud pada ayat (1) pemhrhe'-rtian
sernentara batal demi hukum.

{3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa al*an yang sah,
yang bersangkutan dianggap menerima hasii rapat.

(4) Apabila perbuatan yang ditakukan oleh 'anggota Dewan
Pengawas merupak-an tindak pidana yang tebtr rnemperoleh
kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan
tidak hormat-

BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 17

(1) Direksidiarigkat oleh Bupatiatas usul Dewan pengawas.

(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar pDAM pada saat
diangkat pertama kati berumur pating tinggi 50 (tima puluh)
tahun.

(3) Batas usia Direksi yang irerasat dari pDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tairun-

(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur
paling tinggiS0 (enam putuh) tahun.

Pasal 18

(1) Calon Direksi memenuhi persyaratani

?. Mempunyai Pendidikan pating rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal

dari PDAM atau mempunyai pengalaman Kerja minimal 1b
tahun Mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari
IDAM yang dibuktikan dengan surat keterargan (referensi)
dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

10



F c. Lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar
N.eoe-ri yang terah terakreditasi dibuktikan dengan sertinkat
atau ijazah;

d. Membuat dan menyajikan proposar mengenai visi dan misi
PDAM;

e. Bersedla bekerja penuh waktu;f. Tidak terikat hubungan keruarga dengan Bupao4lfakil Bupati
atau Dewan pengawas atau bireksi-rainnya sampai oerlatketiga menurut garis lurus dan/atau rei.rping termasuk
menantu dan ipar; dan

g. Lulus uji Kerayakan dan kepatutan yang diraksanakan oteh
tim ahliyang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

pasat 19

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumrah peranggan PDAMdengan ketentuan :

a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampaidengan 30.000;
b. Paling baly?f 3 (tiga) orang girglgi untuk jumtah petanggan

dari 30.0O1 sampai dengan .lOO.OOO; 
Oanc. Paling tranyak a. 

^1e1nOet) 
grang Direksi untuk jumlah

petanggan di atas 100.000.
(2) Penentuan jumrahDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan huruf c dirakukariberoasarkan asas efisiensi danefektifitas pengurusan dan pengelolaan pDAM.

(3) Direksi yang berjumrah paring banyak 3 (tiga) atau paring banyak4 (ernpat) orang set'agaimaia dimaksud-&-ryr;1t1 rrwr.r od.an huruf c, seorspg diantaranya Cianjtat-se'Oagai DirekturUtama berdasarkan peniraian teroiit< atas iasir uii reEvaran dankepatutan yang dilakukan oleh Bupati.

<4) Masa jabatan Ojpfqi sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
:"lgT? 4 {empat) tahun dai oepat diangkar i.iro"ri untuk 1(satu) kati masa j aHan.

11



FN grgargft*an kembali sebagairnana dimaksu! qada aySt (4)

Aah*a; apatsta Direksi terbukti mampu meningkatkan kineria
PDAM dan Feiayanan Kebutuhan f':ir Minum Kepada Masyarakat
setiap tahun.

Pasal20

(1) Direksidilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

a. Jabatan struktural atau Fungsional pada lnstansi,lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah

b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan

Usaha Swasta;
c. .labatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada

PDAM; danldrau :

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan: Perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh nrempunyai kepeniingan pribadi secara
langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua
Tugas dan Wenrenang

Pasal2l
Dii'eksi r neinpunyai tugas:

a. Menyusun Perencanaan, melakukan Kooi"dinasi dan Pengawasan
seluruh Kegiatan Operasional PDAM;' b. Membina Pegawai;

c. Mengurus dan lJlengelola Kekayaan PDAM;
d. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
e. Menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan (Business

Plan/Corporat Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul
Dewan Pengawas;

f. Menyusun dan inenyampaikan Rencana Blsnis dan Anggaran
Tahunan 'PDAi.,! yang rasnrpakan penjabaran tahunan dari
Rencana Sirategis Bisnis (Business Plan.Corporat plan)
kepada Eupati melalui Dewan Pengauras; dan

g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM-

i2



F

,

Pasal22

(1) Selambat-lambatrtya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai
berlaku Rencana Anggaran Perusahaan ( RAP ) disampaikan
oleh Direksi Kepada Bupati untuk mendapat Pengesahan.

(2) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan yelg terjadi dalam
tahun yang sedang berjalan harus disampaikan cleh DireksiI Kepada Bupatiunfuk mendapatkan pengesahan.

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir,
Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugiflaba)
disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati.

(4) Pengesahan Rencana Anggaran { RAP), perubahan/tambahan
Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan ( neraca
dan perhitungan ruEi/laba ) Perusahaan, diberikan oleh Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengavas.

(5) Apabila 1 (satu) bulan setelah pengajuan (RKAP) belum
mendapat persetujuan/ pengesahan, maka pelaksanaan
Prcgram Kerja Anggaran Perusahaan mempedomani anggaran
Kerja Perusahaan tahun ialu.

(6) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak disampaikan RKAP
belum ditanggapi / disetujui, maka RIGP yang diajukan
dianggap telah disetujui.

Pasal 23

(1) Laporan sebagaimana diniaksucJ dalam Pasal 2i huruf g terdiri
dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

{2) Laporan Triwulan sebagainiana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari iaporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang
disampaikan Kepada Denran Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercjiri
dari laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan
Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan
Pengavas disampaikan kepada Bupati.

13



t$ L4ffir Tahunan sebagairnana din':aksud pada aya/. (3)
Csarfaifan paling lamH 120 {seratus dua puluh) hari sdelah
tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling
lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan tahunan melalui media massa
pating lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bugati.

(6). Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang' tidak
menandaiangani Laporan Tahunan sebagaimana dlmaksud
pada ayai (3) harus disebutkan alcannya secara tertulis.

Pasal24

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud rlalam
Pasal 21 mempunyai wewenang:

a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan
Peraturan Kepegawaian PDAM;

b. Mene^tapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan
Persetujuan Dewan Pengawas;
Mengangkat Pegawai untuk mendudukiJabatan di bawah Direksi,
Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
menunjuk Kuasa untuk melakukan Perbuatan Hukum mewakili
PDAM;

f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM

berdasarkan Persetujuan Bupati atas Peftimbangan Dewan
Pengawas; dan

h. Melakukan Pinjaman, mengikaikan diri dalam perjanjian, dan
melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan Persefujuan
Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan
menjaminkan asset PDAM.

'

Pasal 25

(1) Untuk menCukung Kelancaran Pengelolaan PDAM, Direksidapat
diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah Penghasilan Direksi dalam 1 (satu)
tahun.

c.
d.
e.

14



. @ &srar nif,d dana refesentetif sebagaimana dimaksud ayat (1)| ffipftar oleh Bupati dengan memperhatikarr kemampuan
PDAM yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Perrunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

(1) Apabiia sampai berakhirnya masa jailtan Direksi,
Perrgangkatan Direksi baru masih dalam prcss penyelesaian,
Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau
seorang Pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementiara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupaii. :

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berlaku
paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana diniaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan Pelantikan dan pengambilan Sumpah iabatan.

Bagian KeemPat
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

PasalZT

(1) Penghasilan Direi'.si terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), terdiri dari:

. a. Tunjangan Perawatan/Kesehatan yang layak te''masuk
lstriisuami dan anak; dan

b. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
Undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal PDAM memperoleh Keuntungan, Direksi memperoleh
Bagian dari jasa Produksi.

(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan Pendapat Dewan
Pengawas dan kemampuan FDAM.



(!! .lumlah seluruh l:iaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan
Devuan Pgngaryq, penghasilan pegarai dan biaya tenaga keda
lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat putuh per seratus) diri
total biaya berdasarkan Realisasi Anggaran perusahaan Tahun
Anggaran yang lalu.

Pasal 28

(1) Direksi setiap akhir masa Jabatan clapat diberikan uang jasa
pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
usul Dewan Pengawas dan kemampuan pDAM.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelurn rflasa
Jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian
sebagaimana pada ayat (1) dengan syarat telah mej-tankan
ttgasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) dan
ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya beriugas dibagi
masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 29

(1) Direksimemperoleh hak cuti meliputi:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

CutiTahunan;
CutiBesar;
Cuti Sakit;
Cuti karena alasan pertirg atau cuti untuk menunaikan
lbadah Haji;
CutiNikah;
Cuti Bersalin; Can
Cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Diieksi iiang menjaiankan cutisebagairnana dimakud pada ayat
(1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di tuar
tanggungan PDAM

(3) K.etentuan pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut oleh Eupati dengan berpedoman pada
Peraturan PerundargrUndangan.
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Baglan Kelima
Penrberhentian

Pasal 30

(1) Direksi berhenti karena:
a. i/lasa Jabatannya berakhin dan
b. MeninggalDunia.

(2) Direksi diberhentikan karena:
Permintaan Sendiri;
Reorganisasi;
Melakukan tindakan yang merugikan pDAM;
Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan daerah atau negara;
Mencapai batas usia 60 (enam pubfi) tahun; dan
Tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (z)
ditetapkan dengan Keputusan Bupaii.

(4) Direksi yang bukan berasal dari pegawai PDAM, apabila masa
jabatan berakhir dapat diangkat menjadi pegawai PDAM,
dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. Berusia maksimal 4c tahun setelah dikurangi masa kerja
Direksi;

b. Dibeihentikan dengan hormai;
c. Diberheniikan karena berakhimya masa jabatan Direksi

(minimal satu periode);
d. Diberi Pangkat sesuai ijezah terakhir dan dapat

diperhitungkan dengan masa kerja Direksi.

(5) Direksi yang berasal dari pegawai pDAM, yang telah berakhir
Masa Jabatannya dikembalikan sratusnya mlnjadi Fegawai
PDAM dengan rJiberi pangkat sama dengan eangkat p{awai
tertinggipada PDAM.

a.
b.
c.
d.

e.
f.

17



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3{

Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2'l huruf c dan huruf d
diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Ds,van Pengawas
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada atyat (i)
diletapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan
kepada yang beisangkutan.

Pasal 32

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud cialam Pasal 16, Dqran Pengavnas
melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan
yang bersangkutan diberhentlkan atau Rehabilitasi.

Dewan Pengawas melapod(an Kepacia Bupati hasi! sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai oahan Bupati
untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

Apabila dalam Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Direksi tidak hadir tanpa alasan ,ang sah, yang
bersangkutan dianggap rnenerima hasil sidang Dewan
Pengawas.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak
Pidana dengan Putusan bersalah dan telah memperoleh
Ketentuan Hukum te{ap yang bersangkutan cliberhentikan
dengan tidak hormat.

, Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 33

(1) Anggota Direksi berhak atas .pesangon yang pengaturannya
ditetapkan oleh Bupati dengan perbedaan sebagaiberikut

18



(2)

a- Bila diberhentikan dengan hormat karena masa Jabatan
pertama berakhir mendapat pesangon sebesar 3
( tiga )bulan gaji yang diperhitungkan dari gaji bulan terakhir.

b. Bila diberhcntikan dengan honnat karena masa jabatan
keoua berakhir mendapat pesangon sebesar S (lima) butan
gaji yang diperhitungkan dari gaji butan terakhirc. Bila diberhentikan dengan hormat, tetapi masa
jabatannya belum berakhir diberipesangon 2(dua) bulan
gajiterakhii.

Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila
ciberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atai permintaan
sendiri.

Anggoia Direksi tidak berhak atas pesangon apabila
diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
Bagi Direksi yang diangkat dari pegawai perusahaan berhak
menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1)
diatas atau memilih menjadi Pegawai kembali dengan diberi
Pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di
Perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV
KFPEGAWAIAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 34

Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik lndonesia;
b. Berkelakuan baik darr belum pemah dihukum;
c. Mempunyai Pendidikan, Kecakapan dan Keahlian yang

diperlukan;

d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk
oleh Direksi;

e. Usia paling tinggi 35 (tiga putuh tima) tahun; dan
f. Lulus seleksi.

(3)

(4)

(1)
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dilakukan setelah rrrelalui masa
por$aa paling sirgkat 3 (tiga) bulan dan patirE lama 6
(eram) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja
seflap unsur paling sedikit bemital baik

(3) Seiama masa percobaan sebagairnana dimasud pada ayat {Zl
dilakukan penilaian rneliputi :

a. Loyalitas;
b. Kecakapan;
c. Kesehatan;
d. Kerjasama;
e. Kerajinan;
f. Prestasikerja; dan
g. Kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan Catcn pegawai tidak
mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diberheniikan tanpa mendapat uang esangon.

Pasal 15

(1) Direksidapat mengangkat Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak
dengan pemberian Honorarium yang besamya ditetapkan
dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah
Minimum Provinsi atau Upah Mininrum Kabupaten/Kota.

(2) Tenaga:Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dirnaksud
pada ayit (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasat 36

(1) Batas usia Pensiun Pegawai PDAM s6 {tima putuh enam) tahun.
(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat cjiberikan

kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat tebih tinggi dari
Pangkatnya dengan,ketentuan paling sedikit telah 2 .(dua) tahun
dalam Pangkat terakhir.
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Bagian Kedua
tkna dan Susunan Kepangkatan

Pasal 37

Nama dan susunan pangkat Pegawai PDAM dari yang :terendah

sampai dengan yang tedinggi adalah sebagai berikut :

Pegawai Dasar Muda

Pegawai Dasar Muda I

Pegawai Dasar

Pegawai Dasar I

Pelaksana Muda

Pelaksana Muda I

Pelaksana

Pelaksana I

Staf Muda

Staf Muda I

Staf

Staf I

Staf Madya

Staf Madya I

Staf Utama Madya

Staf Utama

Golongan A Ruang 1

Golongan A Ruang 2

Golongan A Ruang 3

Golongan A Ruang 4

Golongan B Ruang 1

Golongan B Ruang 2

Golongan B Ruang 3

Golongan B Ruang 4

Golongan C Ruang 1

Golongan C Ruang 2

Golongan C Ruang 3

Golongan C Ruang 4

Golongan D Ruang 1

Golongan D Ruang 2

Golongan D Ruang 3

Golongan D Ruang 4
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Pasal 38

Pangkat sebagaimana dimaksud dalam

@ Pengangkatan dalam Pangkat se,bagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Pgnghasilan dan Cuti

Pegawai yang diangkat dalam suatu Pangkat sebagairnana
dimai.,sud dalam Pasal 37 diberikan gaj; pokok menur-'t
goiongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk itu.

Pegawai yang rnasih menjalani masa percobaan. diberi gaji
pokok sebesar 8A o/o (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1i.

Pasal4t)

Penetapan gaji pokok Pegawai yang diangkat pada suatu pangkart
yang tennasuk dalam golongan/ruang gaji rnenurut pangkat lama,
diberikan gaji pokok dan rnasa kerja goiongan dalarn golongar/ruang
gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam
Pangkat lama.

(l)

(2)
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Pasal 41

(tl tugaurai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan'lainnya 
,vang sah sesuai dengan pangkat, ienis pekeriaan dan

tanggungjawabnya.

(2) Tunjangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tunlangan Pangan;
b. Tunjangan Kesehatan: dan
c. funlangan lainnya.

(3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayrat (1)
huruf b diberikan Kepada Pegawai besertaKkeluarganya yang
menjadi tanggungan.

(4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengobatan dan/atau Perawatan di Rurnah Sakit. Klinik
darr lain-lain -vang pelaksanaannya ditetapkar-r derrgan
Keputusan Direksi.

(5) Pernberian hak sebagairnana dinnaksud pad€ ayat (i)
disesuaikan dengan kemampuan PDAIul.

Pasal 42

(1) Penyusunan skata gaji Pegawai PDAM dapat mengacu.pada
prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipit yang disesualkan
dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dirnaksud. pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan. Direksi.

:

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istrilsuasni
paling tinggi 107o (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

12) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 2T (dua
puluh satu) tahun. belum mempunyai perghasilan sendiri dan
belum atau tidak menikah-diberikan tunjangan anak sebesat 5a/o
(lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.



iln( s$agaimana dirnaksud pada ayat (21 dapat
eetp*try samgai urnur 2$ (dua puluh lima) tahun, &larn hal
anak masih bersekotahftuliah yang dibuktikan' dengan surat
keterangan dari sekolahlperguruan tinggi.

(41 Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan
paling b,anyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 44

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun
dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan
dengan Keputusan Direksi.

(2) Besarnya tunjangan iaminan hari tua sebagairnana
dimaksuC pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gali.

Pasal 45

Dalarn hal PDAM rnemperoleh keuntungan, pegewaiPDAM dibe*kan
bagian dari jasa Produksi sesuai dengan Kemampuan Keuargan
PDAM.

Pasal 46

(1) Pegawai yang memiliki riilai rata-rata baik daiam Daftar
Penilaian Kerja Pegarvai diberikan kenaikan gaji berkata.

{21 Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila mernenuhi
syarat-syai'at
a. menurut ilaftar penilaian pelaksanaaan pekeriaan bagi Sefig

bersangkutan telah menuniukkan kemampuan kerla,
kejujuran; disiplin dan kepemimpinan dengan nilaibaik

b. r^eiah mencapai masa kerja golongan yang diteniukan u4rik
kenaikan gaji befl<ala.

(3i Apabila yar€ bersangkutan belum memenuhi persyara*an
sebagaimana dinraksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkda
ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
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F
Pasal4T

Pegawai yang menurut ,Jaftar penilaian pekerian menunjukkan
kemampuan keria, kejujuran, kepafuhan dan prakarsa yang baik
sehingga patut dijadii..an pegawai teladan, dapat diberikan
penghargaan.

Pasal 4S

(1) Disamping gaji pokok, pegawai PDAM juga dapat diberikan
tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

a. Tunjangan Suami/ lsteri dan anak;
b. Tunjangan Pengobatan;
c. Tunjangan Beras;
d. Tunjangan Prestasi;
e. Tunjangan Jabaian;
f. -r unjangan Peiaksana;
g. Tunjangan Keahlian;
h. Tunjangan Representasi;
i. Tunjangan HariTua;
j. Tunjangan Ct[i;
k. Tunjangan Transportasi;
l. Tunjangan Hari Raya;
m. Tunjangan Kematian;
n. Tunjangan Cacat;
o. Tunjangan Pajak Penghasilan;
p; Tunjangan Peralatan Kerja; dan
q. Tunjangan Jasa ProCuksi.

{2) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan besamya tunjangan
sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan kepangkatan,
jabatan dan kemampuan PDAM yang ditetapkan oleh Direksi.
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Pasal 49

(1) Pegaval memperolefr hak cuti meliputi:
a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Besaq
c. CutiSakit;
d. Crrti Karena alasan panting atau cuti untuk ,menunaikan

lbaciah Haji;
e. Cuti Nikah;
t. Cuti Bersalin;dan
g. Cuti di luar tanggurgan PDAM.

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada

ayat ('l) tetap diberikan per€hasilan penuh, kecuali cuti di luar
tanggungan PDAM.

(3) Pejabat yang berwenanE memberikan cuti acialah Direksi atau
pejabat yangditunjuk.

(4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan
Pemndang-Undangan.

Sagian Keempat
Penghargaan dan Tanda .lasa

Pasal 50

Direksi memberikan Penghargaan Kepada Pegawai yang
mempunyai rnasa keda secara terus menens selama 10 tahun,
20 tahun dan 30 tahun yang besamya disesuaikan dengan
kemampuan PDnM.

Direksi memberikan tanda jasa kepada Segauai yang telah
menunjukkan prestci luar biasa dalampenge.mbangan PDAM.

(1)

(2)
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F (3) Pemberian penghalgaan dan tanda jasa kepada pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
llfrasa ["ri"

Pasal 51

(l) Masa kerja Pegawai PDAM dihilung semenjak ditetapkannya
Pegawai tersebut menjadi pegawai tetap PDAM dan bagi
pegawai yang menjalani masa percobaan tetao diperhitungkan
masa kerja selama menjalani masa percobaan yang ditetapkan
dengan Keputusan Direksi.

{2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi Pegarrai
yang berhasil meningkatkan Pendidikannya berdasarkan'- Peraturan Perusahaan.

Pasal 52

Dalam rangka Pengangkatan Pegawai Kontrak, Dreksi mengaiur
ketentuan Konkaknya dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

' Pangrat 1

' Pasal !il}

Setiap Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan
Peraturan yang berlaku.
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Pasal 80

(l) Pangkatfangkat yang dapat di berikan urrtuk pengangkatan
pertama adalah : ,

a. Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1 bagi mereka
yang memilik! STTB I ljazah Sekolah Dasar sederajat.

b. Pegawai Dasar golongan ruang A/3 bagi mer.eka yang
sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengan
Umum Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan lngfat
Pertama 3 tahun sederajat.

c. Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi mereka yang
sekurang-kurangnya memilki STTB l'\azah Sekoiah Um.um
Tingkat Atas sederajat, Dl dan D2.

d. Pelaksana Muda t golongan B/3 bagi mereka yang
sekurang-kurangnya memilki $azah sarlana muda tiaza*
akademi, ijazah diploma lli Sekolah Politeknik.

e. Staf Muda golongan ruang C/l bagi mei-eka yang memiliki
ijazah sarjana (Sl)

t. Staf Muda I golongan ruang Cl2bagi mereka yang rnernitiki
$azah Pasca Saqana (S2).

Disarnping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dirnaiestiei
ayat (1) pasal ini harus pula rnemenuhl syarat-syarat lairr yaqg di
tentukan dalam peraturan prerundarglurdargan yang berlaku.
ivlasa kerja untuk kenaikan pangkat t (per.rama) pegawai
dihitung sejak diangkat sebgai pegawai. :

Paragral2
Kenaikan Pangkat

Pasrl 55

Kenaikan Pangkat pegawai PDAM dilaksanakan pada periode Aprit
dan Oktober setiap Tahun.

(2>

(3)
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Pasal 56

Kenaikan Paqgkat adalah penghargaan yang diberikan atas
pengabdian yang bersangkutan terfradap perusahaan.

Pasai 57

(l) Kenaikan Pangkat Regrrler adalah Kenaikan pangkat yang

diberikan Kepada Pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang

di tentukan tanpa memperhatikan jabatar/pangkat.

(2t Kenaikan Pangkat Reguler bagi'pegar,nai ppAM yang memiliki

ljazah:

a. srrB/ljazah sekolah Dasadatau sederajat adalah sampai

dengan Pangkat pelaksana Muda golongan ruang E/1.

b. sfiB/ljazah sekorah urnum Tingkat pertama/atau

sederajat, adalah sampai dengan pangkat pelaksana
"golongan ruang EV3.

c. srrB/ljazah sekolah Menengah umum {ingkai atasr atau
sederajat, adalah sampai dengan pangkat staf muda
golongan ruang C/l.

d. srrBiljazah sarjana Muddatau sederajat, adarah sampai
dengan Pangkat staf golongan ruarg C/3.

e- srrB/ljazah sarjana strata r (sl), adarah sarnpai dengan
pangkat slsf I golongan.ruang C/4.

f- srrB/liazah- 
-lasca sarjana (s2), adarah sarnpai dengan

Pangkat Staf Madya golongan ruarg D/1.
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Jabdan Struktural dapat dirraikkan ParEkat dan golorgannya

sampai dengan:

Pasal 58

Kenaikan Pangkat reguler dapat diberikan setingkat {eirih tinggi
apabila pegawai yang bersangkutan:
a. Telah 4 (ernpat) tahun dalam Pangkat yang dimiiikinya dan setiap

unsur penllaian peiaksanaan pekerjaan sekuiang-kurang bemilai
:

baik.

b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang di milikinya dan setiap
'unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang*urangnya,
. bemilai cukup.

liazah Jabatan GOI.ONGAN

A1 M n3 A4 B1 e2 83 u c1 c
z

c
3

c4 D1 02 D3 D4

SLTA

D3

S1

s2

Kasie/Kasubbag

Kasie/Kasubbag
Kabag/ Kacab

KasielKasubbaq/

{

F
)-Kabag/ lGcab

Kasie/Kasubbag/
Kabag/lGcab
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Pasal 59

(l) Kenaikan Pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang
dibenkan kepada Pegawai yang rnemangku jabatan stmktural
tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan.

(2) Kenaikan Pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jeniang
Pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 60

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat dinaikkan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggiapabila :

a. Telah 4 (empat) iahun dalanr pangkat yang di milikinya <ian se$lap
unsur penilaian pelaksanaan pekedaan sekurang-kurargnya
bemiiai baik dalarn 2 (duaj tahun terakhir.

b. Teiah 5 (lirna) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan
penilaian pelaksanaan pekerjaan rata+ata bemilai baik, dergan
ketentuan tidak ada Linsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang
bernilaikurang.

Pasal 61

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang
menunjukkan prestasi luar biasa. i

Pasal 62

Pegaurai yanE menunjukkan prestasi luai' biasa, dapat diberikan
kenaikan pangkatnya setingkat tebih tirggi apab{la:

a. Menunjurkan prestasi keria luar biasa baiknya secara tenn-
menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyda
menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan
Surat Keputusan Direksi;
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c.

d.

b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang
dimilikinya;
Setiap uRsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bemilai amat baik
selama 2 (dua) tahun terakhifi dan
Masih dalam batas jenjang pangkat yang di tentukan bagijabatan
yang di pangku oleh Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penilaian. Pelaksanaan Pekefaan
: dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf I
Penilaian Kineria Pegawai

Pasal 63

Terhadap setiap Pegawai dilakukan peniiaian kinerja Peganrai
sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

Hasil penilaian kinerja Pegawai di tuangkan dalam Daftar Skor
Kineda Pegawai.

(3) Unsur-unsur yang dinitai dalann Daftar Skor Kinerja Pegawai
adalah:
a. Disiplin;
b. Kehadiran;
c. Keardalan;
d. Akurasi;
e. Kepedulian; ,

f. Kejujuran;
g. Keriasama
h. Kreativtas;
i. Kebugaran Fisik;
j. Kecekatan;
k. Stabilitas;
l. Kuantitas Kerja;

(l)

(2)
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Kebersamaan;
Rasa Hormaf,
Kesopanan;
Kepribadian;
Keramahan;
Penampilan; dan
Pengetahuan.

Pasal 64

(1) Nilai Skor Kinerja Pegawai dengan sebutan dan angka sebagai
berikut.
Sangat Baik
Baik
Cur<up

;elek
Sangat Jelek

{2) Daftar penilain Kinerja Pegawai adalah bersifat rahasia.

Pasal 65

Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai.

Pejabat penilai wajib rnelakukan penilaian terhadap Kinerja
Pegawai yarg berada dalam lingkurgannya.

Penilaian Kinerja Pegawai sebbgaimana dimaksud pada ayat{2}
dilakukan pada setiap akhir tahun.

l

Pasal 66

Daftar Nilai Kinerja Pegawai di berikan oleh pelabat penilaian
kepada pegawa! yang dinilai.

m
n.
o.
p.
q.

f.
s.

5
4
?

2
1

(l)

(2)

(3)

(l)
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(2)ApabilaPegauraiyargdrntaiH<eberdar#ldaiyangd?
Oilam Daftar Skor Kiiaia Pegarnai, mdta b @
keberatan disertai denlan ilasan-alasannya kepada atasan

Fejabat Penilai melalui 
-trirarfi dalam iqngl€ Yqg 14 (empat

Ueias) hari sejak tanggal diterimanya daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekeriaan tersebut.

Pasal 67

Pejabat Penilai meyampaikan Daftar Skor.ifte.ria f.eqawai kepada

atasin pejabat penilaidengan ketentuan se@ai berkut

a. Apabila tidak ada kebei'atan dari yang dinilai, Daftar Skor Kineria

Pbgawaitersebut disampaikantanpa catatan; ,

b. npariu ada keberatan, dasan Pejgbd Penilaimemedksa cen-gan

,"kt"rn Daftar skor Kireria Pegarai yang d[samgaikan

kepadanya;

c. Apabila terdapat alasan-alasan yang- cukup'. atasan pejabat

pinitai dapat rnelakukan perubahan nilai yang tercanturn dalam

Daftar skor Kineria Fegawai sebagaimana dimaksud pada huruf

b; dan/atau
d. Daftar Skor Kineria Pegawai berlaku setehh ada pengresahan dari

atasan Pejabat Penilai-

Paragraf 2
Daftar Urut KePangkatan

, : 
Pasal6S

Dafiar Urut Kepangkatan dibtlat setahun sekali, setiap akhir tahun'

' P"""tog

(1) Unrtan yang digunakan untuk mene{apkan Nomor Urut dalarn
' t D"ftat Urut kepingkatan, seca;a berturut-turut sebagai berikut

Pangkat,
Jabatan;
Masa Kerja;
Latihan Jabatan;
Pendidikan;dan
Usia.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

v



!

Daftar Urut Kepangkatanadaiah bersifat terhrka dan diumumkan
menurut cara yang ditentukan.

Pasal 70

t1) Pegawai yan$ merasa Nomor Urutnya dalam Dafiar Urut
Kepangkaian tietak tepat, dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Direksiatau Pejabat yang ditunjuk.

(2\ Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (tr)

harus dimuat alasan-alasan keberatan.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tangg;at
pengumuman daftar urut kepangkatan.

Bagian Kedelapar
Kewajiban dan Larangan

Pasal 71

Setiap Pegawai wajib:

a. Setia dan taai sependrnya kepada Pancasila. Ut,D 1945, Negara
dan Pemerintah;

b. Mengutamakan KepentirEan Negara, Pemerintah dan
perusahaan diatas KeBentingan Pribadi atau Golongan;

c. Menjunjung tinggiKehormatan dan Martabat Negara, Femerinta#r
dan Perusahaan;

d. Menyimpan Rahasia Perusahaan atau Rahasia Jabatan derger
sebaik-baiknya;

e. Meiakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,

. kesadaran dantarpgungfawab;
!. Bekerja dengan jujur, tertib, cei'mat dan bersemangat u#tuk

Kepentingan Perusahaan;
Memelihara dan meningkatkan keutuhan. serta keria sama;
Mencisakan danrnemelihara suasana keria yarg baik;

g.

h.

35



J.

k_

lftng$rnal€n dan riremelihara barang-barang rnilik Perusahaan
sebaik-traiknya; i

Mernberikan Pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada
masyarakat menurut bidang tugas masing-rnasing;
Berusaha meningkatkan Prestasi Keria;

l. Menghormat Pimpinan Can sesama Pegawai; dan

, 
rn. fo4enjaga Keselamatan dan memelihara Kesehatan Keda.

PasalT2

Setiap Pegawai dilarang :

a. Menyalallgunakan Wewenang;
b. Melakukan kegiatan langsung atau tidak langsung yang

merugikan Kepentingan Perusahaan;
c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga

Milik Perusahaan;
d. Memiliki, menjual, nnernbeli, mengigadaikan, menyewakan atau

rneminjamkan bara*g-barang b,erharga Milik perusahaan secara
tidak sah;

e. Melakukan tindakan bersama atasan, ternan sejawat, baurahan
atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya
dengan tuiuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung rnerugikan
perusahaan;

f. menerima hadiah atau se.suattr pemberian berupa apa seila dari
siapapun juga yang diketahui atau patrit dapat diduga htrwa
pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan
Jabatan atau Pekeriaan Pegawai bersangkutan;

g. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik
Perusahaan';

h. Menghalangi berjatannya kegiatan perusahaan;
i. :BertinOak sebagai perantara bagi Pengusaha atau golongan

.untuk mendapatkan Pekeriaan atau pesanan dari Ferusahaan;-j. Memiliki Sahar#rnodal dalam Perusahaan;
k. Tidak <liperbolehkan rnelakukan/ membuka Rahasia perusahaan

atau informasi yang sifatnya rahasie kepada pihak lain, termasuk
kepada sesama pegarai; dan
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l. Tidak dlperbolehkan rnempergunaten Rahasia Perusahaan untuk
F,,epntingan Pribadi.

Bagian Kesembilan
Pelanggaran dan Pemberhentian

, PasalT3

Setiap ucapan, tulisan/perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan
sebagainnana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pelanggaran disiplin

" 
Pasall4

(1) Pegawai yang melakukan petanggaran disiptin dgatuhkan
Hukuman Disiplin oleh Direksiatau Pejabat yarg ditunjuk.

(2', Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiridari:
a. Hukuman Disiplin Ringan.
b. Hukuman DisiplinSedang, dan
c. Hukilman Disiplin Elerat.

'Pasal75
(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud datam pasal

74 ayat (2) huruf a terdin dari:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pemyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasd.
74 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Fenundaan kenaikan gaji berkala untuk pahrg iama t (sak*
tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 {ser)
tahun;dani

c. Penurunan gajisebsar 1 ( satu ) tahuA dan
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(3) Hukuman disipnn berat sebagaimana dimaksi;d dalam Pasal T4
ayal (2) huruf c terdiri &ri:
a. Penurunan pangkat pada pargkat yang setlng[€t lebfi

rendah untuk palirU lffita 1 (sdu) tatx.n;
b. Penurunan aiau penrbebassr dail*atm;
c. Pemberhentian semeiltara; perrr*neil senCt ssbqr-

Pegawai; dan
d. Pemberhentian tidak dergan honnd settagi negefri
e. lJlemberhentikan dengan hormat tidak at6

(4) Pelaksanaan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengat
Keputusan Direksi.

Pasal 76

(1) Pegavrai PDAM diberheniikan sementara apabila diduga telah
melakukan iarangan sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 72
dan/atau tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) paiing lama 6 (enam) bulan atau adanya Putusan Pengadilan
yang berkekuatan Hukum tetap atas dugaan tindak'Piciana yang
dilakukan.

PasalTT

(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76, diberikan gaji sebesar 50% (lima
puluh per seratus) dari gaji.

(2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti -bersaiah, Pegawai yarq
bersangkutan harus dipekedakan kernbali dalam jabatan yang
sarna dan berhak menerlrna sisa penghasilan yang belr.rm
cliterima.

(3) Dalam hai Pega.,vai yang diberhentikan semeniara sebagaimana
dimaksud pada -ayat t1) terbukti bersalah, Direksi
memberhentikan tlengan tidak honnat.
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I Fasal Til

(1) Pegalvai diber.hentikan dengan hormat, karena :

a. [4eninggal Dunia;

b. Permintaan sendiri;

c. Tidak Dapat MelaksanakanTugas;

d. Tidak Sehat yang Dibuktikan Dengan Surat Keteat:ry,an
Doktel

e. Telah Mencapai Usia Pensiun;dan/atau

t. Reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat <iiberikan pesarpon
yang besarnya diietapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ryat
(1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutrrya.

Pasal 79

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

a. Melanggar Sumpah Pegawai dan/atau Sumpah Jabatan;

b. Dihukum Berdasarkan Putrlsan Pengadilan dalam Perkara Pidana
yang telah meml.reroieh kekuatan hukum ietap; daniatau

c. Merugikan Keuangan FDAM.

' Baglan Kesepuluh
'Pensiun

, pasatAO

(i) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan Pada Progran'
Pensiun yang diseienggarakan oleh Dana Pensiun Pernbsi
Keria atau Dana Pensiun Lembaga Keuacgan.

(2) Penyelenggara prograrn penslun sebagairnana dirnaksud @
ayat (1) didasarkan atas; pertimbargan optimalisasi &n
kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAI| ses*lai
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(1)

dehgan Peraturfr PerurdarErurdargan.

{3) Atas pertimbangan eilektifitas dan efisiensi penyelenggara
prograrn Pensiun sebagaimana dimaksud pda ayal (1)
diutamakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan
c{eh Dana pensiun Bersama perusahaan Daerah .Ajr Minum
Seluruh lndorresia (DAPENIIIA PAMSI)

. BABV

ASOSTASt

Pasal 8{ :

.:
Setiap PDAM wajib menjadiAnggotra Persa{uan Perusahaan Air
Minurn Seluruh lndonesia (PERPAMSI)

PDAtvl dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang
menjembatani Kegiatan Keria sama antar PDAM dalam'dan luar
Negeri dan berkosdinasi dengan lnstansi terkait di Pusat dan
Daerah-

BAB VI

KETEITITUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nwror
12 Tahun 1990 tentarg Ketehtuan Pokok-pokok Dewan Pengaure,
Direksi dan Kepegawaian Penrsahaan Daerah,{lr Mirurn Tirta Sd<ti
Daerah Tingkat ll Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan $d<
berlaku lagi.

{2)
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Fasal 83

Peraturan Daerafi ini ** berraku pada targgal diundangkan

Agar setiap_ orang Ingrgetahuinya, rRemerintahkan pengun,Jangan
Peratrrran Daerah ini dengan penempiannya dalam-Lembaran
Daerah Kabupaten Kerirrci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 November 2ffi

BUPATI KERIHfl,

dto

H. inuRAs+iAfii

I.EHBARAT{ DAERAH KABUPATEN KERI]ICI
TAlttflt 2w t2

Diundangkan di Sungai penuh
pada tanggal 12 irlovember 2@
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